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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi pajak menug Janp-| 'ndang Nomor 16 Tahun 2009

2

badan, dan bentuk usaha tetap.
Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah pajak yang dipotong atas suatu

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang



Pribadi atnu Badan), dan bentuk usaha tetap vang berasal dari modal, jasa,
atau penyelenggara kegiatan selain vang telah dipotong PPh pasal 21.
Salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pajak adalah

Administrasi Pajak. Administrasi gatjak merupakan kunci implementasi dan
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perhitungan maupun keterlambatan pelaporan pajak.
Keberadnan Konsultan Pajak dalam sebuah negara sungguh penting

untuk membantu dan menyadarkan masyarakat akan kewajibannya




membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak dan Ketua Umum Ikatan

Konsultan Pajak Indonesia (IKPl) telah menandatangani kesepakatan

bersama antar kedua tentang Kerja Sama Sosialisasi, Edukasi. dan

objek utama dalam mengevaluasi efektif atau tidak efektif suatu kelompok.
Mengukur tingkat cfektivitas menurut Danca dalam (Yoga. 2019) dapat

dilihat dari indikator: pencapaian, tujuan, integrasi, dan adaptasi.



Berdasarkan dari data di atas, penulis tertarik untuk meneliti

bagaimana efektivitas Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dalam

menangani perhitungan, pemotongan, serta pelaporan Pajuk Penghasilan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui efektivitas AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga &



Rekan dalam menangani Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penyedia
tenaga kerja.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
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BAB I

TINJAUAN TEORI

efektivitas 1alah daya

Efektivitas adalah salah satu suatu pencapaian yang ingin dicapai

dan diraih oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi. Untuk memperoleh



teori efektivitas ini peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori

manajemen dan organisasi terutama yang berkaitan dengan teor efektivitas.

Efektivitas memiliki 3 tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh

Efektivitas sebuah kelompok atau organisasi merupakan tingkat
keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan



sasarannya. Di mana sasaran merupakan objek utama dalam mengevaluasi

efektif atau tidak efektif suatu kelompok.

Tabel 2.1

menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undar g PPh
disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan vang

diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai



pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak
subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

1) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

2.) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di

Indnesia.
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b. Subjek Pajak Badan. yaitu : Badan yang didirikan atau

bertempat kedudukan

di Indonesia. kecuali unit tertentu dari badan pemerintuh yang

memenuhi Iu-itm
.) Pei ‘ - peraturan

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka 12 bulan, serta badan vang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. yang
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menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,

Tabel 2.2

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terbagi
atas 4 perbedaan, yaitu sebagai berikut :
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Wajib Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak Luar Negeri

Dikenakan pajak atas penghasilan, baik
vang diterima atau diperoleh dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Dikenakan pajak dari pm

Dikenangan  pajak  hanya  atas
penghasilan vang berasal dari sumber
penghasilan di Indonesia.

an pajak dari penghasilan bruto.

Subjek Pajak Luar Negeri Melalui
BUT :

Subjek Pajak Luar Negeri Melalui
BUT:
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Saat menjalankan usaha atau Saat tidak lagi menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui BUT di melakukan kegiatan melaui BUT di
Indonesia. Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Subjek Pajak Luar Negeri Tidak

Melalui BUT :

Saat menerima atau mem

’
‘s

3. Organisasi internasional, dengan syarat

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
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b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
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3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengaliban  harta

termasuk :
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a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya schagai pengganti saham atau
penyertaan modal.

b. Keuntungan karena péngalihan harta kepada pemegang saham,

sekutu, atau ag

-
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.

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Pencrimaan kembali pembayaran pajuk yang telah dibebankan

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
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6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

‘ 19. Surplus Bank Indonesia.



Dilihat dari mengalimya tambahan kemampuan ekonomis kepada

Wajib Pajak. penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan

bebas, seperti gaji, hongfiam, penghasilan dari praktek dokter,

"\

pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

5) Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :
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I. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. kecuali yang

diberikan oleh bukan Wajib Pajak. Wajib Pajak vang dikenakan
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pajak secara final atau Wajib Pajak vang menggunakan norma

penghitungan khusus.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

schubungan dengan asufinsi keschatan, asuransi kecelakaan,

~3ia _opT
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yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
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persekutuan, perkumpulan, firma. dan kongsi, termasuk pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif,

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari blan pasangan usaha vang didirikan dan

A ndonesia, dengan syaral badan

PO “"UH444 o

o/

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya
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diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan,

6) Cara Melunasi Pajak
Pada dasarnya, wajib pajak gapat menghitung dan melunasi Pajak

 pelimasan pajak dalam masa

| Pﬂj /
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penggunaan harta oleh orang lain (PPh Pasal 23).

4) Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri
(PPh Pasal 24).
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5) Pemotongan PPh atas penghasilan vang terutang atas Wajib

Pajak luar negeri (PPh Pasal 26).

6) Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajuk dalam negeri dan

Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
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penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan
Pasal 21, yang dibayarkan. disediakan untuk dibayarkan. atau telah jath

tlempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam

A,

AKAAN DA /

o\
S

d. Hadiah. penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah
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penyertaan modal pada badan usaha vang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat :

a. Dividen berasal dari cadangan laba vang ditahan,

\ |
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1. Perusahaan pembiayaan vang merupakan badan usaha di luar bank
dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga
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pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri

Keuangan.

2. BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan

//'i g:l:) JA},A.\ (\)
GITAN
‘I' N\

penanganan dan/atau pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa
penyedia tenaga kerja pada Kantor Konsultan Pajuk Massaniga & Rekan,

Penelitian ini akan berfokus pada efektivitas penanganan PPh Pasal 23 pada
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yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan-kesimpulan juga
diverifikasi sclama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak

peneliti  menyususn  pencatatan,  pola-pola, pemyataanpernyataan,

konfigurasi, arahan sebab akibatdllan berbagai proposisi (Harsono, 2008:




BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Pajak yang dipung : Yajak serta dikelola oleh negara
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‘ 111/PMK.03/2014 Tanggal 19 Juni 2014 tentang Konsultan pajak dan
disahkan  berdasarkan  Surat  Keterangan  Terdaftar  Nomor

SKT/02/AKP/PJ2015 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak

i1
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B. Struktur Organisasi dan Job Description AKP2I Kantor Konsultan
Pajak Massaniga & Rekan
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi AKP2I KantoffKonsultan Pajak Massaniga & Rekan
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4
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Job Decription

Adapun tugas dan wewenang dari setiap bagian Kantor Konsultan
Pajak Massaniga & Rekan adalah sebagai berikut :

fi )
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3.) Tax Supervisor Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan
a. Memastikan terlaksananya supervisi atas segala tugas yang

berkaitan dengan pajak.
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b. Melakukan pelatihan kepada para staf kantor.
¢. Memastikan proses perhitungan pajak  penghasilan

terlaksana dengan baik.
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2. Menghitung dan melapor PPN
3. Menanggapi surat yang diterima WP dari Kantor Pajak

4. Menghitung dan melapor PPh 21 karyawan
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5. Menghitung dan melapor pajak penghasilan badan. PPh 25 dan Pajak
Penghasilan Pasal 4 Ayart 2
6. Membantu menerbitkan E-Faktur dan /D Billing setiap transaksi

7. Memberikan klarifikasi secag@angsung ke Kantor Pajak jika terdapat

Pasal 21. yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah Jatuh

tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan

dalam negeri, penyelenggara kegiatan. bentuk usaha tetap, atau



perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Adapun tarif pemotongan
pajak pasal 23 jalah, antara lain :
a.) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

1. Dividen

Nl
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Dari hasil penelitian ini penerapan pajak penghasilan pasal 23
sehubungan dengan jasa penyedia tenaga kerja, PT. Vale Indonesia Thk
meminta perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pengadaan tenaga

penyelidikan dan keamanan. PT. Vale Indonesia Tbk membayvar
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perusahaan jasa penyedia tenaga kerja sebesar Rp. 1.635.821.355 - atas
Jasa penyelidikan dan keamanan. Pembayaran kepada perusahaan jasa

penyedia tenaga kerja atas jasa penyelidikan dan keamanan yang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ULl Nomor 36

Tahun 2008 (mulai berlaku pada tanggal | Januari 2009), yang mengatur
mengenai jenis jasa yang wajib dipotong PPh Pasal 23. Kemudian dalam

pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis



3g

Jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ angka 2 diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Tabel 3.1

ialah jasa laboratorium.

Berdasarkan analisis di atas, PT. Famon Global telah menerapkan

pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang sehubungan dengan jasa
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penyedia tenaga kerja vang dikenakan tarif sebesar 2% dari masa pajak
bulan Januari s/d Desember 2018 telah sesuai dengan undang-undang

perpajakan yang berlaku.

Perhitungan pajak pen pasal 23 atas jasa penyedia tenaga
ktl'j.ﬂ dilakukan dengag i il\m Pengenaan Fﬂjﬂk (DPP)
dengan tarif pa ayedia tenaga kerja,

seperti_g

i r\"P‘b “”1444)
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] Hongnya
karena biasa Kita dapat mf.-reka ada yang salah hitung. Jadi diminta
dihitung ulang lagi. lwlah tgasnya konsultan, diperhatikan

semuanys, kalau ada yang salah hitung diberitahukan kalau
perhitungannya itu salah™




a1

Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan
menambahkan  kondisi dan masalah yang sering dialami jika ingin

melakukan tindak lanjut dari penanganan Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Efektivitas Penan_ganan : ngan Pajak Penghasilan Pasal 23

kantor Konsultan Pajak
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dari wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Saat melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Wajib Pajak harus

memiliki bukti potong. Penerima bukti potong dianjurkan menyimpan bukti
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potong tersebut untuk  digunakan pada saat melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di setiap akhir tahun. Fungsi buku

potong adalah untuk mengawasi maupun mengecek kebenaran pajuk yang
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menunjukkan besaran PPh yang telah dipotong/dipungut. Manfaat dari
menyimpan bukti potong ialah agar masalah-masalah vang biasa timbul
dalam pelaksanaan pajak dapat berkurang dan data serta dokumen bukti

potong tersebut dapat tersimpan dengan baik.
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arsip agar bisa menjadi kredit pajak untuk dijadikan sebagai pengurang SPT
Tahunan Pajak. Para pegawai Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan
selalu mengawasi setiap data perhitungan PPh Pasal 23 agar sesuai dengan

bukti potong yang ada dan penanganan ini terlaksana dengan sangat baik
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sehingga jarang ada bukti potong yang berbeda dengan data
perhitungannya. Meskipun perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh
pasal 23 banyak dilakukan oleh pemotong pajak. Kantor Konsultan Pajak

Massaniga & Rekan tetap melakdkan perhitungan pajak penghasilan pasal

menjamin  kesesuaian data

(sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)
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3. Efektivitas Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa
Penyedia Tenaga Kerja Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga

& Rekan

PT. Famon Ginbaban membayar pajak penghasilan
pasal 23 atas | abora : notongan tarif vang berlaku.

i tanggal 10 bulan

November Rp. 6.001.811 10/12/2019

Desember Rp. 2.201.693 10/01/2020

Tabel 3.2 Pembayaran PPh Pasal 23 Pada PT. Famon Global Tahun 2019

[ | | S
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Berdasarkan tabel 3.2 di atas. PT. Famon Global telah melakukan
pembayaran perpajakan atas PPh Pasal 23 sehubungan dengan jasa
laboratorium telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

dari masa Januari s/d Desembn tahun 2019, kecuali pada bulan April

2019 dimana tertulis B /A sar Rp. 3.962.078.- yang telah

Berikut ini adalah tabel dafiar pelaporan pajak penghasilan pasal 23

atas jasa penyedia tenaga kerja pada PT. Famon Global tahun 2019,

.
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Tabel 3.3 Daftar Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Famon Global Tahun

2019

Masa Pajak PPh Pasal 23 Tanggal Pelaporan

14/02/2019

14/03/2019

dari bulan Januari s/d Desember tahun 2019,

“Kalau pihak pemotong ingin melaporkan PPh Pasal 23, kami
biasanya tetap mengawasi dan memeriksa data perhitungan dan
bukti potongnya. kalau tidak diperiksa kembali akan ada masalah.



Kami terus pantau pelaksanaan pajaknya karena sudah jadi tanggung
jawab kami untuk memberi hasil maksimal pada klien™

Dari hasil wawancara dan data di atas, menunjukkan bahwa dalam

pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada Kantor

dalam mengawasi penanganan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh kliennya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Famon Global telah tertib dalam melakukan pemotongan, pembayaran, dan

pelaporan PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa laboratorium.

T



S0

B. Saran
I. Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan  hendaklah
mempertahankan kinerja dalam pengawasan penanganan pelaksanaan

pajak agar efektivitas pelaksan@nnya pun dapat terlaksana dengan baik

dan efektif.
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Surat Keterangan Terdaftar Nomor : SKTAO2AKP/PJ2015 dari Kementerian
Keuangan Direktorat Jendral Pajak.

Tarif UL PPh Pasal 17

Tarif UU PPh Pasal 26,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 18
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57



LAMPIRAN 2

HASIL PLAGIASI







60

BAB I




BAB I




62

BAB IV




LAMPIRAN 3
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Ciambar 2: Suasuna Kerja Pegawai Kantor Konsultan Paj
Rekan

ak Massaniga &
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Gambar 3 dan 4 ; Proses Wawancara Dengan Manajer Kantor dan Pengambilan
Data Pembayaran dan Bukti Potong
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